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Mengingat

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
peniyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan
imformasi publik di Kabupaten Tangerang, perlu membuat
standar lavanan  sebagai salah  satu upaya
mengembangkan masyarakat informasi;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum dalam optimalisasi layanan informasi publik
berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Publik
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik, pelu adanva pengaturan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851});

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara 2
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

3. Undang-Undang . . .




Menetapkan

Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbuksan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layenan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentulkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2016 Nemor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 0223);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otonom.

Bupati adalah Bupati Tangerang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dacrah
vang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6, Komisi . ..
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Komisi Informasi adalah lembaga mandini yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelsksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi
publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Layvanan Informasi Publik adalah akiivitas atau tindakan
untuk memberikan atau mendapatkan Informasi Publik.
Standar Layanan Informasi Pubiik yang selanjutnya
disebut Standar Layanan adalah ukuran vang dijadikan
pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan
penvampaian Informasi Publik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca vang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun nonelektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta rancangan, foto, electronic data
interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka,
kode akses, simbol, atau perfrasi vang telah diclah yvang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulken, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
Informasi.

Sistern Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menvebarkan Informasi Elektronik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penvelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara danfatau anggaran
pendapatan dan belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau scluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

15. Pejabat . . .
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung  jawab di  bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
Informasi di Badan Publik:

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau
Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk
melakukan pembinaan terkait Data.

Data Prnibadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya.

Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi
Dacrah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan
oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data
di tingkat nasional yang dapat diakses melalui
pemanfaatan Teknclogi Informasi dan komunikasi.
Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagi-pakaikan antar-Sistemn Elektronik yang saling
berinteraksi.

Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antar Badan Publik
guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
Informasi Publik.

Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk
memperoleh Informasi Publik dari Badan & Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan vang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik,
namun tidak termasuk Informasi yang dikecualilkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupat ini meliputi:

* ooop

pelaksana Layanan Informasi Publik;
klasifikasi Informasi;

Standar Layanan Informasi Publik;
Bantuan Kedinasan; dan

laporan dan evaluasi.

BABII . ..
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BAB 11
PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Badan Publik

Paragraf 1
Kategorni

Pasal 3

Badan Publik terdiri atas Badan Publik Daerah dan selain
Badan Publik Daerah.

Badan Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

Pemerintah Daerah;

DPRD;

Pemerintah Desa;

badan lain vang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan Daerah, yang sebagian atau
seluruh  dananya bersumber dari anggaran
pendapetan dan belanja Daerah; dan

e. badan usaha milik daerah.

Badan Publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf a terdiri dari Perangkat Daerah dan
unit pelaksana teknis Daerah.

Badan Publik DPRD sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan oleh Sekretariat DPED.

Badan Publik selain Badan Publik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yakni organisasi nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumbangan

Pu sy on i

masyarakat.
Paragraf 2
Halk dan Kewajiban
Pasal 4
Badan Publik berhak:

a. menolak memberikan Informasi Publik  yang
dikecualikan berdasarkan undang-undang;

b. menolak memberikan Informasi Publik apebila tidal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan
Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan
Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.

Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5. ..
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Pasal 5

Badan Publik wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi
Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali Informasi vyang
dikecualikan:

b. menyediakan Informasi Publik vang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;

c. membangun dan mengembangkan sistemn
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayaenan Informasi Publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas Informas Publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik vang dikecualikan.

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. menetapkan standar layanan;

b. menunjuk dan menetapkan PPID;

c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi
Publik;

d, menyediakan sarana dan prasarana layanan
Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan
nonelektronik;

e, menetapkan standar biaya perolehan salinan
Informasi Publik:

f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan
Informasi Publik;

g membuat dan mengumumkan laporan layanan
Informasi Publik;

h. menyampaikan salinan laporan layvanan Informasi
Publik kepada Komist Inforinasi; dan

i, melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan layanan Informasi Publik pada
instansinya,

Pelaksanaan kewgjiban Badan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan pelindungan

Data Pribadi.

Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas,

Akses Informasi Publik bagi penyandang disabilitas

sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat ()

dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Paragraf 1
Struktur

Pasal 6
Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri
atas;
Atasan PPID;
PPID;
PPID Pelaksana;
tim pertimbangan;, dan/atau
petugas pelayanan Informasi Publik.
.FLtEEEL‘tI PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dijabat oleh Sekretaris Daesrah.
PPID sebegeimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dapat melekat
pada pejabat yang membidangi wurusan pelayanan
Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing
Perangkat Daerah.
Tim pertimbangan ditunjuk ocleh Atasan FPPID dengan
mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum,
kemunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
Petugas pelayanan informasi ditunjuk oleh Atasan PPID
dengan mempertimbangkan pengetahuan di  bidang
pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan
dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik.

oo p

Paragraf 2
Tanggung Jawab

Pasal 7

Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan
mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang
meliputi  proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik,
menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi
Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi
sengketa informasi,

PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi
Publik vang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi
Publik di Badan Publik.

(3) PPID . . .
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PPID  Pelaksana  bertanggung jawab membantu
pelaksanaan layanan Informasi Publik vang meliputi
proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit
kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi Perangkat
Daerah/sebutan lainnya.

Tim pertimbangan bertanggung jawab membantu
merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi
Publik, dan Informasi vang dikecualikan.

Petugas pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab
menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik.

Paragraf 3
Tugas dan Wewcnang Atasan PPID

Pasal 8

Atasan PPID bertugas:

a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;

b.  menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik
di Badan Publik;

¢. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi
Publik;

d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian
sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
dan

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
mcnitoring atas pelaksanaan kebjakan Informas
Publik vang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avat (1], Atasan PPID berwenang:

a. menctapkan dan mengangkat PPID dan PPID
Pelaksana;

b. menetapkan arah kebijakan lavanan Informasi Publik
di Badan Publik;

c, membenkan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti
oleh PPID;

d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di
dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi
Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan,
perigawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional
dan/atau petugas pelayanan Informasi.

Pasal9 ...
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Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Atasan PPID dapat berkoordinasi
dengan Pembina Data.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang PPID

Fasal 10

PPID bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik:

¢. mengeoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik;

d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID
Pelaksanga dan/atau petugas pelayanan Informasi di
Badan Publik;

e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses
publik dan layak untuk dipublikasikan;

g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik vang akan dikecualikan;

h. melakukan  pengelolaan, pemeliharaan, dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

1.  menvediakan Informasi Publik secara efektii dan
efisien agar mudah diakses oleh publik; dan

J.  melakukan pembinaan, penpawasan, evaluasi, dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
dan/atau petugas pelayanan Informasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang:

a. menctapkan kebijakan layvanan Informasi Publik;

b.  menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja
secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan
dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik,

d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana danfatau
petugas pelayanan [nformasi dalam melaksanakan
pelavanan Informasi Publik;

e, menetapkarn . .
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e, menetapkan dan memutuskan suatu Informasi
Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik
vang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan
PPID;

f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi
yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan
Atasan PPID:

g€ menugaskan PPID Pelaksana dan/atau petugas
pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola,
memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar
Informasi Publik: dan

h. menetapkan strategi dan metode pembinaan,
pengawasan, cvaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau petugas
pelayvanan Informasi.

Paszal 11

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, dalam rangka mendukung

penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID dapat:

a. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan/atau

b. berkoordinasi dengan Walidata di instansi pusat.

Koordinasi schagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pargraf 5
Tugas dan Wewenang FPID Pelaksana

Pasal 12

PPID Pelaksana bertugas:

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawah,
tugas, dan kewenangannva;

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik yang telah ditetapkan PPID;

c, mengonsolidasikan Proses penyimpanan,
pendokumentasian, penvediaan, dan pelayvanan

Informasi Publik;
d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dan

petugas pelavanan Informasi di Badan Publik;

¢. membantu PPID melaskukan verifikasi dolkumen
Informasi Publik;

f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan
memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

g. MEernjamin . . .
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g menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
Informasi Publik agar mudah diakses aleh publik,

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana berwenang:

a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas
pelayanan Informasi di Badan Publik:

b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan
Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik; dan

c. menugaskan petugas pelayanan Informasi untuk
menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam
melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi
Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan
pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi
Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi
Publik ditolak.

BAB 111
INFORMASI

Bagian Kesatu
LUmum

Pasal 13

Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:

a. Informasi vang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
dan/atau

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi Publik vang tidak dapat diberikan oleh Badan

Publik terdiri atas:

a. Informasi vang dapat membahavakan negara:

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
pelindungan usaba dari persaingan usaha tidak
aschat;

c. Informasi yvang berkaitan dengan hak pribadi;

d. Informasi vang berkaitan dengan rahasia jabatan;

e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan;, dan/atau

{. Informasi Publik yvang dikecualikan berdasarkan
ketentuan undang-undang.

Informasi Publik vang dikecualikan berdasarkan

ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf [ terdiri atas:

a. Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon  Informasi  Publk  dapat
menghambat proses penegakan hukum;

b. informasi. ..
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b. Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan pelindungan hak atas kekayaan
intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha
tidak sebar;

c. Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. Informaz1 Publik Yang apabilu dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi  Publik  dapat
mengungkapkan kekavaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional;

{. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri;

g. Informasi Publik wang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat sescorang;

h. Informasi Publik yvang apabila dibuka dan diberikan
kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat
mengungkap rahasia pribadi;, dan/atau

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, vang merurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan,

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan

dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen

nondigital {hardcopy).

Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital

{hardcopy] sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak

berlaku untuk Informasi Elektronik.

Penvediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

{4) dan avat {5) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitag

Data.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Disediakan dan diurmnumkan

Pasal 14
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala
Informasi Publik.
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas;
a. Informasi tentang profil Badan Publik;
b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau
kegiatan vang sedang dijalankan dalam lingkup
Badan Publik;

¢, ringkasan . - .



(1)

(2)
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c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup
Badan Publik;

d. ringkasan laporan keuangan vang telah diaudit;

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik:

f.  Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bapgi
publik vang dikeluarkan oleh Badan Publik;

g Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi

Publik;

h. Informasi  tentang tata cara  pengaduan
penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran olch
Badan Publik;

Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan
proscdur evakuasi keadaan darurat di setiap kanto:
Badan Publik.

el

Pasal 15

Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2] huruf a paling sedikit

terdiri atas:

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan,
tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit
di bawahnya;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan
Publik;

¢,  struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan
kerja, profil singkat pejabat struktural; dan

d. laporan harta kekayaan pejabat negara vang telah
diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik
untuk dicmumkan.

Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana

dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri

dari:

d. nama program dan kegiatan;

b,  penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan

serta nomer telepon danfatau alamat vang dapat

dihubungi;

target dan/atau capaian program dan kegiatan;

jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi
sumber dan jumiah;

. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan
Publik:

g. Inlormasi khusus lainnya yvang berkaitan langsung
dengan hak-hak masyarakat;

i o

h. informasi .
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h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai
dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan

i.  Informasi tentang peneérimaan calon peserta didik
pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan
pendidikan untuk umum.

Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf ¢ berupa uraian

tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang
dijalankan beseria capaiannya.

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2] huruf d paling sedikit terdiri atas:

a. rencana dan laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

¢. laporan arus kas dan/fatau catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku; dan

d. daftar aset dan investasi.

Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 avat (2} huruf e paling sedikit

terdir atas:

a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;

b. waktu vang diperlukan dalam memenuhi setiap
Permintaan Informasi Publik;

c. jumlah Permintaan Informas: Publik yang dikabulkan
balk sebagian atau seluruhnya dan Permintaan
Informas: Publik yang ditelak; dan

d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atan

kebijakan yvang mengikat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) hurul [ paling sedikit terdir: atas:

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan
perundang-undangan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan

b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan,
dan/atau kebijakan vang telah disahkan atau
ditetapkan.

Informasi tentang prosedur mempercleh Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurufl g

paling sedikit terdiri atas:

a. ‘tata cara memperoleh Informasi Publik; dan

b. tata cara pengajuan keberatan dan proses
penyelesaian sengketa Informasi Publik  berikut
pihak-pihak vang bertanggung jawab yang dapat
dihubung.

Informasi tentang tata cara pengaduan peayalahgunaan

wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2] huraf h

terdiri atas:

a, tatacara pen pacduan pen]ralahm.lnaan wewenang atau
pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan

b. tata cara . . .




tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran oleh pihak vang mendapatkan izin atay
perjanjian  kerja dari Badan Publik yang
bersangkutan.

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i

paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencansan, meliputi dokumen rencana
umum pengadaan,

b.  tahap pemilihan, meliputi:

1. kerangka acuan kerja,

2. harga perkiraan sendiri serta riwayat harga
perkiraan sendiri;

3. spesifikasi teknis;

4, rancangan kontrak;

9. dokumen persvaratan penyedia atau lembar data
kualifikasi;

6. dokumen persyaratan proscs pemilihan atau
lemhar data pemilihan;

7. daftar kuantitas dan harga;

8. jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

9. gambar rancangan pekerjaan,

10. dokumen studi  kelayakan dan dokumen
lingkungan hidup, termasuk analisis mengenal
dampak lingkungan,

11. dokumen penawaran adminisiratif;

12, surat penawaran penyedia;

13. sertifikat atau lisensi vang masih berlaku dari
direktorat  jenderal kekayaan intelektual
kementenan hukum dan hak asasi manusia;

14, berita acara pemberian penjelasan;

15. berita acara pengumuman negosiast;

16. berita acara sanggah dan sanggah banding;

17. berita acara penetapan atau pengumuman
penvedia,

18. laporan hasil pemilihan penyedia;

19. surat penunjukan penyedia barang/jasa;

20. surat perjanjian kemitraan,

21. surat perjanjian swakelola,

22, surat penugasan atau surat pembentukan tim
swakelola;

23, nota kesepahaman atau memorandum of
understarnding.

e, tahap pelaksanaan, meliputi

1, dokumen kontrak vang tzlah ditandatangani
beserta perubaban kontrak yang tidak
mengandung informasi vang dikecualikan;

2. ringkasan . . .




2. ringkasan kontrak yang sckurang-kurangnya

mencantumkan informasi mengenai para pihak

yang bertanda tangan, nama direktur dan

pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok

wa)ib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan,

spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu

pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta

ringkasan perubahan kontrak.

surat perintah mulai kerja;

surat jaminan pelaksanaan;

sural jaminan uang muka,

surat jaminan pemeliharaan,

surat ragihan;

sural pesanan e-purchasing,

. Burat perintah membayar;

10. surat perintah pencairan dana;

11. laporan pelaksanaan pekerjaan;

12, laporan penyvelesalan pekerjaan;

13. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;

14, berita acara serah terima sementara atan
prowisional hand over, dan

15. berita acara serah terima atau final hand over.

st B L

(10} Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2] huruf k
paling sedikit terdin dari:

pengamatan gcjala bencana;

anelisis hasil pengamatan gejala bencana;
pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
peringatan bencana;

pengambilan tindakan oleh masvarakat;

lokasi evakuasi; dan

pelaksanaan penyelematan dan evakuasi.

m a0 o

Pasal 16

Informasi Publik vang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala oleh Badan Usaha Milik Daerah paling sedikit terdiri
atas:

.,

nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta
jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan
permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran
dasar;

nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan
anggota dewan komisaris perseroan;

laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba
rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
telah diaudit;

hasil penilaian oleh  auditor cksternal, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

e, sigtem ., .
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sistem dan alokasi dana remunerasi anggota
komisaris/dewan pengawas dan direksi;

mekanisine penctapan direksi dan  komisaris/dewan
pengawas:;

kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka
sebagai Informasi Publik;

pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan vang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran,
pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
perubahan tahun fiskal perusahaan;

kegiatan penugasan pemerintah dan/atac kewajiban
pelayanan umum atau subsidi;

mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah,

Pasal 17

FPengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dan Pasal 16 dilakukan paling sedikit & (enam) bulan
seleali.

(1)

(2)

(1)

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 18
Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta
suatu Informasi yvang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban urmum.
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
Informasi bencana alam,;
Informasi keadaan bencana nonalam;
Informasi bencana sosial,
Informasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
f. Informasitentang rencana gangguan terhadap utilitas
publik.

a0 oM

Pasal 19
Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau
melakukan perjanjian Kerja dengan pihak lain yang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum wajib memilika standar
pengumuman [nformasi serta merta.

(2) Standar . . .




(2]

(L)
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EFandar pengumuman Informasi serta merta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

b.
X,

potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang
dapat ditimbulkan;

pithak-pihak yvang berpotensi terkena dampak;
prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi
keadaan darurat;

cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang
berwenang,

pthak-pihak wvang wajib mengumumkan I[nformasi
vang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum;

tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan
darurat terjadi; dan

upava-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik
dan/atau pihak-pihak yang berwecnang dalam
mencegah  bahaya dan/atau  dampak wvang
ditimbulkan.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 20

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap
saat yang meliputi:

a.
b.

b ol -

Daftar Informasi Publik;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan Badan Publik;
Informasi tentang Organisasi, administrasi,
kepegawalan, dan keuangan;
surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut
dokumen pendukungnva,
surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik
dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
WEWENANENYA;
persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan
laporan penaatan izin vang diberikan;
data perbendaharaan atau inventaris;
rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
agenda kerja pimpinan satuan kerja;
Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi
Publik;
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
yang ditemukan dalam pengawasan internal serta
laporan penindakannya;
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
vang dilaporkan oleh masvarakat serta laporan
penindakannya;

m. daftar
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m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan:
peraturan perundang-undangan vang telah disahkan
beserta kajian akademiknya:

©. Informasi dan kebijjakan vang disampaikan pejabat
publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

q. Informasi Publik lain vang telah dinyatakan terbuka
bagi mesyarakat berdasarkan mekanisme keberatan
dan/atau penyvelesaian sengketa; dan

r. Informasi tentang standar pengumumean Informasi.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

4. Tnomor;

b. ringkasan isi Informasi;

Cc. pejabat atau unit/satuan kerma yang menguasai
Informasi;

d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan
Informasi;

e. wakt dan tempat pembuatan Informasi;

f. bentuk Informasi vang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau

kebjjakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b paling sedikit terdin atas:

a. dokumen pendukung;

b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas
peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentulk;

e, risalah rapat dar proses pembentukan peraturan,
keputusan, atau kebijjakan vang dibentuk;

d. rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan
vang dibentuk;

e. tahap perumusan peraturan, keputusan, atau
kebijakan vang dibentuk; dan

f. peraturan, keputusan, dan/fatau kebijakan yang
telah diterbitkan.

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepepawaian,

dan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf

o paling sedilat terdirl atas:

a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi,
personal, dan keuangan;,

b. profil lengkap pimpinan dan pegawai;

c. anggaran Badan Publik secara umum maupun
anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta
laporan keuangannya; dan

d. data statistik vang dibuat dan dikelola oleh Badan
Publik.

Ketentuan mengenai format Daftar Informasi Publik

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

=

Eagian Kelima . . -
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Bagian Kelima
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 21
Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 avat (2) dan ayat (3) bersifat
ketat dan terbatas.
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi
Publik; atau
b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi
Publik.
Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai
Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan
pengujian  konsekuensi  berdasarkan tata cara
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
STANDAR LAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan
cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan
Informasi Publik.
Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar
Layanan yvang terdiri atas:
standar pengumuman;
standar Permintaan Informasi Publik;
standar pengajuan keberatan;
standar penetapan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;
e, standar pendokumentasian informasi publik;
[. standar maklumat pelayvanan; dan
g- standar pengujian konsekuensi.
Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib divmumkan dan disebarluaskan.

Ao o

Bagian Kedua
Standar Pengumuman

Pasal 23
Badan Publik wajib mengumumkan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1}.
Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib:
a. menggunakan . . .




(3]

(H

(L)

(2]
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a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

b. mudsh dipahami: dan

¢. mempertimbangkan penggunaan bahasa vang
digunakan penduduk setempat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disebarluaskan melalui:

pPapan pengumuman;

laman resmi ( Website) PPID dan/atau Badan Publik:

media sosial PPID dan/atau Badan Publik;

Portal Satu Deta Indonesia; dan/atau

aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Fﬂﬂgumuma.n dan penyebarluasan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

memperhatikan aksesibilitas bagi penvandang disahilitas.

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada avat (4) paling sedikit

dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

PARNOR

Pasgal 24

Badan Publik dilarang menunda mengumumkan

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

kepada publik.

Pengurnuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib:

a. mengumumkan perisuwa yang mengancam hajat
hidup orang banvak yang sedang terjadi;

b. mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi
keadaaan darurat kepada pihak yang berpotens:
terkena dampak; dan

€. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan
informasi keadaan darurat.

Paszal 25

Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau
membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu
kegiatan vang berpotensi mengancam hajat hidup orang
banyak serta ketertiban umum wajib:

B,

b.

(1)

mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam hajat
hidup crang banyak;

mengumumkan prosedur evakuasi keadasan darurat
kepada pihak vang berpotensi terkena dampak; dan
menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan
Informasi keadaan darurat,

Pasal 26
Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan
Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui
PPID.

(2) Pemohon . . .
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Femohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas
pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik
kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon Informas: Publik orang perorangan paling sedikit
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempar.

Pemohoun Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang
telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa
dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan
kependudukan pemberi kuasa.

Fermintaan [nformasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yvang cakap
di hadapan hukum.

Dalam hal Permintaan Infomasi Publik dikuasakan kepada
pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (6),
Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa
khusus dengan dibubuhi meterai yvang cukup sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan.

Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana
Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi
penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27
Permintaan Informasi Publik scbagaimana dimaksud
daiam Pasal 26 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui
media elektronik dan/atau nonelektronik.
Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan

Publile; atau
b, tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik
{email.

Pasal 28

Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara
tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a,
Pemohon Informasi Publik harus mengisi  formulic
Permintaan Informasi Publik.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan
khusus maka dapat dibantu olch pectugas pelayanan
Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi
Publik.
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PFID memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon
Informasi  Publik mengisi  formulir  Permintaan
InformasiPublik.

PPID menyimpan salinan formulir Permintaan Informasi

Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai

tanda bukti Permintaan Informasi Publik.,

Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayart (1) paling sedikit mencantumkan:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor
setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum
atau kuasanya;

¢. nomor induk kependudukan sesual kartu tanda
penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

d. alamart;

e. nomor telepon/e-mail;

f.  surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi
Publik dikuasakan kepada pihak lain; rincian
Informasi yang diminta;

g tujuan penggunaan Informasi;

h. cara memperoleh Informasi; dan

i.  cara menginimkan Informasi.

Ketentuan mengenai format formulir  Permintaan

Informasi Publik tercantum dalam Lampiran vyang

merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 29

Dalam hal Permintaan Informasi Publik digjukan melahii
surat elektronik [email) sebggaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf b, Pemchon Informasi Publik harus
mencantumkan paling sedikit:
a. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum

atau Kuasanya,
b. nemer induk kependudukan sesual kartu tanda
penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
alamat,
nomaor telepon/e-mail;
surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi
Publik dikuasakan kepada pihak lain;
rincian Informasi yang diminta;
tujuan penggunaan Informasi;
cara memperoleh Informasi; dan
cara mengirimkan Informasi.
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PPID memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon
Informasi Publik setelah diterimanya permintaan dengan
mengirimkannya melaiui surat elektronik (email).

Pasal 30

Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permintaan

Informasi Publik kepada Badan Publik, PPID mencatat

Permintaan Informasi Publik dalam buku register

Permintaan Informasi Publilk.

PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan

Informasi Publik paling lambat 3 (tiga; hari sejak

Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku

regisier Permintaan Informasi Publik.

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 {sepuluh) hari

sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berisi;

&. Informasi Publilk vang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidale;

b. keterangan Badan Publik vang menguasai Informasi
yvang diminta dalam hal Informasi tidak berada di
bawah penguasaannya;

€. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik
vang disertal dengan alasan;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

c. biava dan cara pembayaran untuk mendapatkan
salinan Informasi Publik yang diminta;

f. waktu wvang dibutuhkan untuk menyediakan
Informasi Publik yang diminta;

g- penjelasan atas penghitaman/ pengaburan informasi
vang diminta bila ada;

Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau
seluruhnya; dan

1. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan
karena belum dikuasai atau belum
didokumentasikan

Ketentuan mengenai format pemberitahuan  tertulis

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31
Buku register Permintaan Informasi Publik paling sedikit
memuat;
a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
b. tanggal Permintaan Informasi Publik;
c. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum
atau kuazsanyva,

d, nomaor . . .
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d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda
penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia:

¢. alamat;

nomeor telepon / e-mail;

surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain;

rincian Informasi vang diminta;

tujuan penggunaan Informasi;

stamis Informasi;

format Informasi vang dikuasai,

Jenis permintazan;

alasan penolakan dalam hal Permintaan Informasi

Publik ditolak;

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta
pemberian Informasi; dan

0. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan
Informasi Publik yvang diminta.

Ketentuan mengenai format buku registsr Permintaan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paszal 32
Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi
persvaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal
28 dan Pasal 29, Permintaan Informasi Publik dinyatakan
tidak lenghkap.
Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinvatakan tidak
lengkap, PPID menerbitkan surat keteranpgan tidak
lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi
Publik,
Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan
Informasi Publik dalam jangka walktu paling lama 3 (tiga)
hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima
Pemohon Informasi Publik.
Datam hal Pemobon Informasi Publik tudak menyerahkan
perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan,
PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan
Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan
Informasi Publik yang diajukan.
Ketentuan mengenai format surat keterangan tidak
lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum
dalarn Lampiran vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33 . ..
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Pasal 33

Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditclak, PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan
mencantumkan alasan penolakan.

Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik
berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai
surat keputusan pengecualian informasi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati ini,

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
Permintaan Informasi Publik diterima.

Pasal 34
Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID
memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk
melihat dan mengetahui Informasi Publik  vang
dibutuhkan di tempat vang memadai.
Dalam hal Pemohon Informas: Publik meminta salinan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID memberikan salinan Informasi Publik vyang
dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau
dokumen nondigital (hardecopy).
Pemohon Informasi Publik vang meminta salinan
Informas: Publik wajib:
a. mengisi formulir permintaan  salinan  Informasi
Publik; dan
b. membayar atau mengganti biaya salinan Informasi
Publik jika dibutuhkan.

Pasal 35

PPID memberitahukan perpanjangan waktu yvang disertai
dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informas: Publik,
dalam hal PPID belum:

a. menguasai atau mendokumentasikan Informasi

Publik yang diminta; dan/atau

b. dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu
pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 36
Badan Publik menetapkan standar biaya Informasi dalam
Permintaan Informasi Publik,
Penetapan standar biava sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) didasarkan pada:
a. pringip untuk meringankan Pemochon Informasi
Publik;
b. pertimbangan standar biaya vang berlaku umum di
wilayah setempat;

¢, masukan . . .
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c. masukan dari masyarakat: dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan standar bisva Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada avat (1) terdiri atas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik; dan/atau

b, biaya pengiriman Informasi Publilc

Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Badan Publik menetapkan biaya dan tata cara
pembayaran perolehan Informasi Publik.
Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara
pembayaran peroleban Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat {1).
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara:
a. lunai;
b. dikirim ke rekening resmi Badan Publik: atau
c. uang elektronik
Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 38
Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan
dalam hal ditemukannva alasan sebagai berikut:
4. penolakan  berdasarkan  alasan  Pengecualian
Informasi Publik;
b. tidak disediakannya Informasi berkala;
c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak
sebagaimana vang diminta;
e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
[. pengenaan biava yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada Atasan PPID.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di
hadapan hukum.
Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan
keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan
dibubuhi meterai vang cukup sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 39 ...
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Pasal 39

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
diajukan secara terfulis melalui media elektronik
dan/atau nonelektronik.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a, tertulis dengan datang langsung kepada Badan

Pubilik; atau

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik
{email).

Pasal 40
Dalam hal keberatan diajukan secara tertulis dengan
datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2} huruf a, Pemohon
Informasi Publik harus mengisi formulir keberatan.
Dalam hal Pemohon Informasi Publik memilila kebutuhan
khusus maka dapat dibantu oleh petugas pelayanan
Informasi dalam pengisian formulir keberatan.
PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan
setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir
keberatan,
PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan vang
telah diberikan nomor pendaftaran sebagal tanda buku
pengajuan keberatan,
Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat:
nomor pendaftaran pengajuan keberatan,
nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
myuan penggunaan Informasi Publik;
identitas lengkap Pemohon Informasi Publik vang
mengajukan keberatan atau kuasanva,
alasan pengajuan keberatan,
waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi
oleh petugas pelayanan Informasi;
g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
h. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan Informasi
yang menerima pengajuan keberatan,
PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan
keberatan kepada Pemchon Informasi Publik atau
kuasanya.
Ketentuan mengenai format formulir  keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayet (5) terdapat pada
Lﬂmpira_n yang mempakan bas‘ian tidale terpiﬂ-ahkan dar
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 41 ...
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Pasal 41
Dalam hal keberatan diajukan melalui surat elektronik (e-
matl) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf
b, Pemohon Informasi Publik harnis mencantumkan paling
sedikit;
a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya;
d. alasan pengajuan keberatan; dan
e. nama dan tanda tanganPemohon Informasi Publik
vang mengajukan keberatan atau kuasanya.
Setelah menerima  keberatan, PPID vang menerima
pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian tanggapan
atas keberatan serta membubuhkan nama dan tanda
tangan pada formulir keberatan.
Setclah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada
avat (2], PPID wajib memberikan nomor pendaftaran
keberatan kepada Pemohon Informasi Publik dengan
mengirimnya melalui surat elektronik {email) Pemohon
Informasi Publik.

Pasal 42
PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register
keberatan.
Register keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
selurang-Xurangnyva memuar:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimanya keberatan;
¢. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;
nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
Informasi Publik yang diminta;
tujuan penggunaan Informasi;
alasan pengajuan keberatan;
alasan penolakan/ pemberian; dan
harn dan tanggal pembenan tangpapan atas
keberatan.
Ketentuan mengenai format registrasi  kKeberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Pasal 43

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis
yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam register keberatan.

Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. tanggal . . .
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a, tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas lkeberatan; dan

€. uralan mengenai bantahan atas alasan pengajuan
keberatan,

Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi

berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib

menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.

Bagian Kelima
Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi
Publik.

Pasal 44
PFID Pelaksana dapat dibantu oleh petugas pelayanan
Informasi menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit
kerja dan/atau satuan kera di Badan Publik,
PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar Informas: Publik
berdasarkan Infomas! Publik vang telah dihimpun dari
seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PPID Pelaksana menyampaikan usulan Daftar Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada avat (2) kepada PPID.
PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan
Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(31,
PPID menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) dalam bentuk Keputusan,
Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (5] berdasarkan persetujuan Atasan PPID.
Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat &
(enam) bulan sckali,

Bagian Keenam
Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Paszal 45

Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam Daftar
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
disimpan dan didokumentasikan dalam benmuk dokumen
digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardeopy) serta
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data,
Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital
(hardcopy) sebagzimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk Informasi Elektronil.

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang termuat
dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi

syaral: .
a. konsisten dalam sintak/ bentul,
strukiur/ skema/ komposisi penyajian, dan

semantik/artikulasi keterbacaan; dan
a. konsisten . . .
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b, disimpan dalam format terbuka vang dapat dibaca
Sistem Elektronik.

Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

PPID mengoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian  Informasi  Publik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja
dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai
Informasi Publik.

Bagian Ketujuh
Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 46

Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat

pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan

penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai
dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.

Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam

maklumat pelayanan paling sedikit berisi:

a. das=sar hulum;

b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;

c. jangka waktu penyelesalan;

d. |biaya/tarif;

e. Jjaminan pelayanan yang memberikan kepastan
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan; dan

. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 47

Badan Publik wajib mengumumkan maklumat pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
Pengumuman  maklumat  pelayanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b. mudah dipahami;
c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang

digunakan penduduk setempat.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada syat (1)
disebarluaskan melalui:
8. papan pengumuman;
b. laman resmi (Wehsite] PPID dan/atau Badan Publik;
c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau
d. aplikasi berbasis Teknologi Informasi;
Penpgumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
memperhatikan aksesibiltas bagi penyvandang disabilitas,

{3) Pengumuman . . .
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Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan
s?bagﬁungna dimaksud pada ayat (4) paling sedikit
dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille,

Bagian Kedelapan
Standar Pengujian Konsekuensi

Paragraf 1
Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 48

Pengujian konsekuensi scbagaimana dimalksud dalam

Pasal 21 ayat (3) dapat dilakukan:

a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;

b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau

¢. pada saat penvelesaian sengketa Informasi Publik
atas perintah majelis komisioner,

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan ketentuan:

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di
dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;

b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara
jelas dan terang;

c. menganalisis undang-undang vang dijadikan dasar
pengecualian; dan

d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan
kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan /atau
ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan atas konsekuensi yvang timbul apahila
suatu inlormasi dibuka.

Ketentuan mengenai format lembar  pengujian

konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian

konsekuensi ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang

klasifikasi Informasi dikecualikan,

Penetapan tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan

(4] paling sedikit memuat:

a. identitas pejabat PPID yvang menetapkan,

b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan
kerja pejabat yang menetapkan;

c. uraian yeng jelas dan terang tentang Informasi vang
dikecualikan;

d. alasan pengecualian,

e. jangka walkt pengecualian; dan

f. tempatdan tanggal penetapan,

Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huraf d paling sedikit memuat:

a. undang-undang . . .
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a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
dan
b. analisis konsckuensi.

(7} Ketentuan mengenai format penetapan tentang klarifikasi
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragrafl 2
Pemberian dan Penyimpanan Informasi vang Dikecualikan

Pasal 49

(1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen
Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang
dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan
salinannya kepada publik.

(2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu
dokumen Informasi Publik dinvatakan sebagai Informasi
yang dikecualikan, FPID menghitamkan atau
mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam
salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan
diberikan kepada publik.

(3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian
Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik
sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

(4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan
menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan
sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3
Jangka Waktu Pengecualian

Pasal 50

(1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan
paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah
dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk
umum.

(3] Jangka waktu pengecualian [nformasi Publik yvang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan mtelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat ditetapkan sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Jangka . . .



(4]

(5)

16)

(7]

(8]
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Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemchon Informasi Publik
dapat membahsayakan pertahanan dan keamanan negara,
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan
ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan
hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu
yvang dibutuhkan,
Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) ditetapkan oleh pimpinan Badan
Publik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yvang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan
selama jangka walktu yang dibutuhkan untuk pelindungan
rahasia pribadi seseorang,
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) dapat dibuka jika:
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang
dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangka wakiu pengecualian memorandum atau surat-
surat antar-Badan Pubiik atau intra-Badan Publik yang
berkaitan dengan Informasi vang dikecualikan ditetapkan
berdasarkan kKetentuan peraturan perundang-undangan.

Paszal 51
FPID menetapkan Informasi vang dikecualikan yang telah
habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi
Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum
berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) maka Informasi yang dikecualikan
menjad: Informasi Publik pada saat berakhirnya jangks
waktu pengecualian.
Informast vang dikecualikan vang dinyatakan terbuka
berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan
yvang berkekuatan hukum tetap wajib disediakan dan
dapat diakses oleh setiap orang.
Informasi yvang dikecualikan yvang dinvatakan terbuka
sebagaimana dimaksud pada avat (3] dimasukkan ke
dalam Daftar Informasi Publik.

Pargraf 4 . . .
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Paragraf 4
Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

Pasal 52
PPID dapat melakukan pengubahan status Informasi yang
dikecualikan.
Pengubahan status Informasi vang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pengujian konsekuensi dan persetujuan dari
pimpinan Badan Publik.
Retentuan mengenai tata cara pengujian konsekuensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pengubahan status Informasi
vang dikecualikan.
Ketentuan  mengenai  format  lembar  pengujian
konsekuensi atas pengubahan klasifikasi Informasi vang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pengubahan status Informasi yvang dikecualikan melalui
pengujian kensekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengubahan
status Informasi vang dikecualikan.
Ketentuan mengenai format surat keputusan pengubahan
klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABV
BANTUAN KEDINASAN

Bagian Kesatu
Syarat Bantuan Kedinasan

Pasal 33

Badan Publik dapat memberikan Bantuan Kedinasan di

bidang layanan Informasi Publik kepada Badan Publik

lainnya yang meminta dengan syarat:

a. tndakan yang diambil oleh Badan Publik tidak dapat
dilaksanakan tanpa mempercleh Informasi dari
Badan Publik lainnya;

b. penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan publik
tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh
Informasi dari Badan Publik lainnya; dan/atau

c. penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Publik
tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh
Informasi dari Badan Publik lainnya.

(2} Dalam . . .
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Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
tidak terpenuhi, Badan Publik dapat menolak memberikan
Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik.
Dalam hal terjadi keadaan darurat, Badan Publik wajib
memberikan Bantuan Kedinasan di bidang layanan
Informasi Publik tanpa harus memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Kedinasan

Pasal 54

Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 dilaksanakan dengan cara bagi-pakai Informasi antar
Badan Publik.
Bagi-pakal Informasi antar Badan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. meminta secara langsung kepada Badan Publik yang

dituju, atau
b. mengakses Portal Satu Data Indonesia.
Dalam hal bagi-pakai Informasi antar Badan Publik
dilaksanakan dengan cara meminta secara langsung
kepada Badan Publik yang dituju sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] hurufl a, PPID Badan Publik yvang meminta
Informasi berkoordinasi dengan PPID Badan Publik yang
dituju.
Dalam ha!l bagi-pakai Informasi antar Badan Publik
dilaksanakan dengan cara mengakses Portal Satu Data
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
PPID Badan Publik yang meminta informasi berkoordinasi
dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi
Daerah.
Ketentuan mengena: tata cara bagi-pakai Informasi
scbagaimana dimaksud pada avat (2) dileksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Laporan Layanan Informasi Publik

Pasal 53
Badan Publik wajib menyvusun den menyediakan laporan
Layanan Informasi Pubiik paling lambat 3 (tiga] bulan
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir,
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap
saat.

(3) Salinan . ..



(3)

(4]

(1)

(2)

(3]
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Elalinar: laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Komisi Informasi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit terdiri dari:

a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi
Publik;

b. pambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi
Puhlik;

¢, rincian pelayanan Informasi Publik:

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik Jikea
ada;

€. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan
Layanan Informasi Publik; dan

I rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas Lavanan Informasi Publik.

Pasal 56

Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b,

antara lain uraian mengenai;

a. sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya;

b. sumber daya manusia yang menangani Layanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan

¢ anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan
pengeunaannya,

Rincian Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 avat (4) hurui ¢, antara lain uraian

mengenai:

a. jumlah Permintaan Informasi Publik;

b.  waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi
lertentu;

¢. jumlah Permintaar. Informasi Publik yang dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnva; dan

d. jumlah Permintaan Informasi Publik vang ditolak
beserta alasannya.

Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf d,

antara lain memuat;

a. jumlah keberatan vang diterima;

b. tanggapan atas keberatan wang diberikan dan
pelaksanaannya;

¢. Jjumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informasi yang berwenang;

d. hasil mediasi den/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yvang berwenang dan pelalksanaanya oleh
Badan Publik;

. jumlah gugatan vang diajukan ke pengadilan; dan
.  hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh

Badan Publik.
Paszal 57 . ..
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Pasal 57

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dibuat
dalam bentuk:

=

b.

(1)
(2]

(3]

(4]

(1)

(2)

ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan
Layanan Informasi Publik; dan

laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh
pelaksanaan Layanan Informasi Publik,

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 58
PFID wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan
Informasi Publik di Badan Publik,
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
1 (satu) kali dalam setahun.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan
kepada Publik.
Pelaksanaan evaluasi oleh PPID sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59
Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.
Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 60
PPID menyediakan Sistem Elektronik laporan dan evaluasi
terintegrasi secara digital {onling),
Badan Publik dapat memanfaatkan data dan Informasi
dari Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Sistemn Elektronik laporan dan evaluasi sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undengan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Permintaan
Informasi Publik yvang masih dalam proses pelayanan, tetap
diproses berdasarkan Peraturan Bupati sebelumnya.

BAB VII . . .
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BAB VII
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 62
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Bupati
Tangerang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2012 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 63
Peraturan Bupati iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Diundangkan di Tigaraksa

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 7%
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
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B. FORMAT LEMBAR PENGLL.JIAN KONSEKUENSI
LEMBAR PENGLUJIAN KONSEKUENS]
NOMOR........ TAHUN

Pada hariini, ._....cccovannen tanggal.......... bulan............ tahun._....... bertempatdi. ................. telah dilakukan Pengujian Konsekuensi
terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

KonsekuensifPertimbangan Bagi Publik
(berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)

INFORMASH Dasar Hukum Jangka Waktu
no. |  (berisiinformasi Pengecualian
‘| tertentu yang akan (disebutkan jangka waktunya)

dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

- 43

Mo Nama Jabatan Unit Kena TTD
1
3.Dst
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh kefelilian
Menyatujui
TTD + Stempel/CapPPID/Badan
Publik

{Pimpinan Badan Publik)
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FORMAT PENETAPAN TENTAKG KLARIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Badan Publik]

NOMOR....TAHUN....
TENTANG

KLASIFIKASI] INFURMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

' |a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan

dapat diakses oleh setiap Penggurnia Informasi
Publik.

b. bahwa I[nformasi Publik yang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas.

¢. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
yvang diambil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ maka perlu menetapkan
Penctapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi
yvang Dilkecualiltan

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomeor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 484862), _

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9149;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia |
Tahun... Nomor...,, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor...);

G 7 ¢ [ —

MEMPERHATIKAN

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.......

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIEKAN

PERTAMA Informasi sebapaimana  disebutkan pada
lampiran ... ini merupakan Informasi yvang
Dikecualikan. :

KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomaor.........
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Tahun yang tercanturn dalam lampiran....
merupakan bagian tidak terpisahkan darn
Penetapan ini.

Ditetapkan di Tangerang,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap
PPID/Badan Publik
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0. FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIEAN
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR......... TAHUN

Pada hariini, ......cccoremrveneeas tanggal.......... bulan............tahun............ bertempat di. ................. telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi
terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

KonsekuensifPertimbangan Bagi Publk
{barizi uraian konsekuensipertimbangannya)

INFORMASI Jangka Waktu
O {berisi mformasi Dasar Hukum _ _
tertentu yang akan | Pengecualian Informasi _ (disabutkan jangka
dikecualikan) Pertimbangan Sebelumnya Pertimbangan Pengubahan | waktunya)
Semula Fengubahan Dibuka Difutug Ditutup

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas
dilakukan oleh;

Ma Nama Jabatan Unit Kerja 7D

1

2

3Dst




Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh
ketelitian..

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan
Publik

(Pimpinan Badan Pubiik)



E,

P Ly a2

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI

YANG DIKECUALIKAN

PENETAPAN B

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASL
(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR... TAHUN,...

TENTANG

KLASIFIEASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

e, bahwa Informasi Publik bersifat terbuka

dan dapat diakses oleh setiap Pengpuna
Informasi Publik.

f. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas,

g. bahwa untuk memenuhi hak setap
Pemohon Informasi Publik badan publik
wajib membuat pertimbangan tertulis atas
setiap kebijakan yang diambil.

h. bahwa berdasarkan pertimbangan
scbagaimana dimaksud dalam huruafl a,
huruf b, dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang
Klasifikasi Informasi vang Dikecualilan

MENGINGAT

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 484862);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5149);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi  Publik (Berita  Negara
Recublik Indonesia Tahun.., Nomoer...,
Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomaor. _.);

B LR i

MEMPERHATIKAN

Lembar Pengujian Konseckuensi Nomor..........
AP eneaieies

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KLASIFTKASI INFORMAS] YANG
DIKECUALIKAN |

FERTAMA

Informasi scbagaimana discbutkan pada
lampiran ... ini merupakan Informasi yang
Dikecualikan.




_48 -

KEDUA

Lembar Pengujian Konsekuens: Nomor......... :
Tahurn yang tercantum dalam lampiran....

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini,

Ditetapkan di Tangerang,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap
PPID/Badan Publik
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FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
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Halaman Depan

B ) e

Nomor Registrasi *

Nama

ER L L LT TR e P R PP ppee

FORMULIR PERNENTAAN INFERMAST PUBLIN ———

e | S

ABEN 0 e e i e S J
|
EREOTIRN. & e e e b e e
| NOMOP TEMPONE-M foooecimmmbssmsctmcirtmsssass ;
Tujuan Penggumamn i..ccieinssmmmsssse I
Informasi :
I Rincian Informasi i TR R b o e, LA |
vang dibutuhkan
mihabbie bedertite gy S m— |
l Cara Memperaleh 5 D Yelthat membsca mendenyar !
I 1 I_j blendapathan saliman anfomrmas;
Cara Mendapatkan @ | |:| Menganibi| ;
Salinan Informasi ** . . J
- LT N
l [ |
1 p
e |
4 |__—| Fan
' 5 E-mail
—_
I , 0 |
I Petugas Pelavanan Informasi Pemahon
{Penerima) '
i |
‘ B R i ; ) '
S e | Lanctan Sama dan lamwida angan I
| K oty !
= Dhnisk .::n Pﬂwlhﬂ'ﬂﬁmlnprllbl "
l ot m-um Hll.h.'ﬂﬂr"-:lﬂ'ﬁlmh i _'i




- 50 -

Halaman Belakang

e Hak-hak Pemohon Informasi
g'é - Berdasarkan Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan nformasi Publik

|

e —— - T - o m —

e

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi vang berada di
Badan Publik keeual (&) informasi yang apabila dibukas dan diberikan kepada
pemobon nformasi  dapat:  Menghumbal  proses  penegakan  hukum; Mengganggu
kepenlingan perlindungan hak atas  kekavaan inelekmal dan  perlindungan  dari
persaingan usahs Udak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indomesia: Merugikan ketchanan ekonomi nasional:
Merugikan kepentingan hubungan luar npegeri: Mengungkap isi aktm olentik  vang
bersifal pribadi dan kemausn terakhsr alaupun  wasint  sescorang;  Mengungkap
rahasia pribadi; Memormndum astau surat-surat apiar Badan Publk alau intra Badan
Publik yang menumi silamys dirahasiskan kecuall ates pumsan Komisi Informasi
atau Pengadilan; Tnformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

ih) Badan Publik juga dapat tidak mermberikan informasi yang beium dikuasai atau
didokumentasikan.

T TV TEEEEE T Sl

—
e
t

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
BERUFA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASUPPID. Bifa tanda
bukti permohonan informasi tidak dibenikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya,
mungkin permintaan in fimas amda kurang lenpkap.

=
=

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitabusn tertulis lentang  diterima
atan tickiknya permohonan informasi dalam jangkn waldu 10 (scpulub) hari kerja
sejak diterimanya permobonan mformasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat i
memperpanjang wakin untuk memberi jawaban termilis 1 x 7 hari kerjn, dalam hal

mformasi yang diminta belum dikussavd’dokumentasikan’ belum  dapat  diputuskan
apaksh informasi yang diminta termasuk informasi vang dikecualikan atau udak.

2

Biaya Gratis Softcopy (via Flashdisk atsu Emadl).

=

Apabila Pemohon Informasi tidak puoas demgan keputusan Badan Poblik (misal: !
menolak permintasn Anda atau memberikan hanya sebagian vang diminta), maka i
pemohon informasi dopat mengajukan keberatan kepadas stasam PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga pulub) hard kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditermukannya |
alazan keberatan [ninoya. Amsan PPIDY wajib menberikan  anggapan  temulis  #tas
keberatan yang diajukan Pemobon Infermasi selambale lambatnva 3 (tga puluh) ]
hart kerja sejk diterima/dicatatrya pengapuan keberatan dalam register keberstan I
|

V1. Apﬂbi]ﬂ Pemohon Informasi 1idak puas demgean  keputusan Afasan PPID, maka
permoton informas clapat MiEnEaju
kan keberatan kepada bommiisi Imformasl dalam

janglka wakin 14 (empat belas) hari kerja sejak ditenmanva keputosan atasan PPID q
oleh Pemohon Informass Publik.

L N e e e U Sl i Y
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FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

p_%4 Mm

—

Berdasarkan permintaan informasi pada tanggal. . bulan

pendaftamn®__...., Kami menyvamgaikan kepada Savdarad
Mama |
Alamat ;
Momos Teblepon,E-mall : N
Pembentahuan sebagni benikut ;

A, Informasi Dupat DMberikan

tahun. . dengan nomor

B. Informasi thidak dapat diberikon karenn : **
O Informasi vang diminga belum diksassi

O Informasi yang diminta belum didokumenasikan

Penyedinan informasi yang belam didokumentasikan dilakukan dalam jangka

“‘lﬁ:luu IIIII R

Pejabai Fenpelakn Informaé dan Dekumentasi

Liaw wmasi dongen eorrer porsdafioem pale fimsinle peeee b s,
1"l nadaly nans deagan oot manla v )

e

(PPID)

Warrm dan Tenda Tangan

S0 Digys penial A | (DU0u0e B dﬂl:n.zh.lnl-l iy ® Pngrrrean TR s i S 2an pes | woa g
-d.- hh'fu yang iclak diapksn
nlsreas Eelups vislin Jebipis o, piaka dibviiEan alsun gl mmomm, s

w.u wory i waik proryadebos wliemes paag e

| —_— 1
Ho, Hal-hal terkait Imformasi Publik Eeterangan
1. | Penguasaan informasi Fublk®® L Kami '
: | 0 Badan Publi Lain, yasu ...
1. | Bentuk fislk yang tersedia** { O %mpy[termawk rekEman|
| [ Hardeopy / Saliran tertulls
3. | Biaya yang diutubkan®*~ | O Penyalinan -+ Y, TR~ - W
| H Pengiriman Rp
| l:| Lain-lain - R ey
T Juml]h ) Hp A ——
4| Waktu Penyediaan .. hari = el
5. | Penjelasan panghitaman/pengsburan informasi yang dimahon **** {tambahian kertas bila periul

~PEMBERITARUAN TERTULIS —

RN 1y ——— S R C e e

L

A

| s s i EEEERS
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H. FORMAT BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI FUBLIK

¥a | Tdk

BENTUK
B INFORMASI JEMIS HARI & HLATA & CAFA
T E STATUS INFORMAS) ¥ AMG PERMOHOMAN TANGGAL PEMBA Y AL
Al t K | mroRm | TLIUAM DRCUAS AL
Nl 2 1Al vomon | E AS§ PENGE | DINAS e
NO. | G| o | sl wowrax | B | YANG | uMaAN | YANG ME | KEPUTUSAN | " o | PEMBE | PEM
G J | DmawT | svFORM | DiTLLIU H BELLM MELIHAT | MM Al BERY
ol Rl e A A A5 PENGGU | mipoKy | SOFT | HARD i TA TAHUA | &N
L ¥ A MAAN MEN- | COPY | COPY | MENGET | 5AL H iy | BEAA] TR
M TASIAN AHLE | iMa TERTU | raus
H LIS 5
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I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN
PERMINTAAN INFOEMASI PUBLIK

p g .

I SURAT KEFUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN
I Mo. Pendaltaram i «coopcmnmumamninis
MNama
Alamat h

Rincian Informas vang 1 buubkan

PPID memutuskan babwa informasi yang dimantz adalah :

INFORMAST YANG DIKECTALIEAN

Pengeculian Informasi didasarkan pada alasan |
l [} Pasal 17 Huruf ..o mvermssmsnsnnnn: UL Keterbubaan [nformasi Publik **

[ Pasalaciionrisiminn Undang-Undang . mimssivems

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapal menimbulkan
konseloaensi sebagai berikut

H i -4
i — s [ T T — F— —_——

I Dengan demikian menyatakan bahwa
l FERMINTAAN INFORMASI DITOLAK 1'.
I Jika Pemobon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan |
I keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga pulub) hasi kerja sejak menerima Sural |
Keputtizan ., s
| s
Pejuhnl P:ng-.-luln Informasi t
I dan Dokumen tnsi (PPID) |
| '.
|
M dad Favils Taapan
I RrhrTamgan - "
5 Diisé oleh pefuges berdasarkan nosser cogiitas penscbanas [xfonmas Pulsic i
I 'y Diisd olel FPID sesunl dengan penpecualzn pado pasal 17 kum{a - o L7 KR, ]
#o%  Cosmi dengan Pasal |7 hurf TUU KEP, dii aleh PPID senuai denpan pusal pespeciglian dalam mdang-Undisg [am
l uysap disahon femsebmi [ sehitioan pata) dan unckang-undangnya |

#e=t  Pron-obehopriugas dengin memperhankan bt ientsng jangha waki pemberiialian temuls sehagaimans dintur dalam
L UL B0 dan Peritoess in - l

- T e S am —_
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J. FOEMAT FORMULIE KEBERATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PEIABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAS!

)

Honnor Plegristeasd-© ..ol i i ™

L INFORMASI FENGATUAN KERERATAMN

Informasi |
Tujuan Penggunaan Informas: I

1. IDENTITAS PEMOHON

Pekerjaan
Momor Telp/ Emal

ML IDENTITAS KUASA PEMOHON**

Nomor TelpEmail

V. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

a, Parmohonan Informasi Ditalak

b. Informasi Berkala Tidak Dizediakan

¢, Permintaan Informas Tidak Ditanggap:

d. Permintaan Informasi Ditanggagi Tidak Sehagaimans Yang Diminta
e. Permintaan Informasi Tidak Dipenubi

I. Biaya Yang Dikenakan Tidak Wajgar

g Informasi Disampaikan Melebihi Jangka Wakio Yang Ditentukan

v KASUEF(}E[SI{'MHEMKHHMFHM}

LIDI:II:IDD[I

E— R I

V9. HARUTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AEAN DMBERIKAN : [Tanggal], !
[Bulan],[Tahun], [Diisi Oleh Petugas|**** ,
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya. saya ucapkan terimakasih. !
| |
Mcnp:l:tl'.m."""" fi].g_:u".'liiﬁ.j. Et e L e e :

Petugas Pelayan Informasi Pemohon Informasi

. N e e oom o B R OB CEE G LR e . i e (W e

- e e e ok

i

(Nami dan-Tanda Tangan) (Nam dan Tanda Tangan) |
T
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K. FORMAT REGISTER KEBERATAN
ALASAN PENGAJUAN
= KEBERATAN i
A TaARGGAL
NOMOR (PASAL 35 AYAT (1) UU KIF)
wo | M5 womor | pexeria | PENDAFTAR | FORMA oo keputusa | PEMEERIA | jamaoan | TamcGaPaN
: Wl M| wownTAK AN AN 51 YANG N M ATASAN TANGGAPA POSIS] ATASAN PERMOHOMNAN
s i PERMOHOHA | DIMINTA | oo o PRID ey s
HINFORMASI
T a B je| d " L KEBERATA
M




